s,

WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

3 Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat
. (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah sebagaimana telah
beberapakali dirubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
—~ Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada
DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6

(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran

2016 ;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan /



Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
551);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
.Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400 );

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049); /



10.

11.

12;

13.

14.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) ;

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapakali dirubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3243 );

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027 i
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712); /



15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577) ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585) ;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; /



23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

24

23,

26,

27.

28.

29,

30.

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Masyarakat (Lem.baran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2016 tentang
Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor

7 tahn 1997 tentang Peraturan Gaiji Pegawai Negeri Sipil,



31,

32.

33.

34.

35.

36.

37

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
123} ;

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang
Tunjangan Kependidikan bagi Guru, Kepala Sekolah,
Pengawas dan Penilik ;

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2016;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008
tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana
Bagi Hasil Cukai Tembakau sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
20/PMK.07/2009;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas



pa—

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.05/2016
tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara Yang
bersumber Dari Penerusan Pinjamana Luar Negeri,
Rekening Dana Investasi Dan Rekening Pembangunan
Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum,;
Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016
tentang Pedoman Penerimaan Dari Pemerintah Pusat
Kepada Pemerintah Daerah dan Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum
Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air
Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101) ;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2016
tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Pada
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2016;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2016
Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016 g

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 19 Tahun 1989
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum
Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar ;

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004
tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2007

/



47.

48.

49.

50.

51,

02.

53.

54.

55.

56.

S7.

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
Blitar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Blitar ;
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kota Blitar Tahun 2005-2025 ;

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Investasi Pemerintah Daerah ;

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Blitar Tahun 2016-2021;

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan ;

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah ;

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 ;

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha;

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu ;

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Organisasi Perangkat daerah Kota Blitar;

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;



58.

59.

60.

61;

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah daerah kepada Badan Usaha
Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015
tentang Penyertaan Modal Pemerintah daerah kepada
Badan Usaha Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016;

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2016;

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

Menetapkan

dan
WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan

memuat ;

a.

o'

m oo A o

(S

Laporan realisasi anggaran;

. Neraca;

Laporan arus kas;

. Laporan Operasional;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Perubahan Ekuitas; dan

Catatan atas laporan keuangan.
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(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
laporan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan

daerah.
Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a

Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp.847.187.760.012,26
b. Belanja Rp.857.795.223.707,67
Defisit (Rp. 10.607.463.695,41)

c. Pembiayaan :
- Penerimaan Rp. 96.124.260.031,12

- Pengeluaran Rp. 23.034.423.541,58

Surplus Rp. 73.089.836.489,54
SiLPA Rp. 62.482.372.794,13
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp3.469.173.335,32 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pendapatan setelah Rp. 850.656.933.347,58
perubahan
b. Realisasi Rp. 847.187.760.012,26
Selisih kurang Rp. 3.469.173.335,32

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp65.283.648.050,22)

dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 923.078.871.757,89
b. Realisasi Rp. 857.795.223.707,67
Selisih kurang (Rp. 65.283.648.050,22)

(3) Selisih  anggaran dengan realisasi defisit anggaran  sejumlah

(Rp61.814.474.714,90) dengan rincian sebagai berikut :

a. Defisit Anggaran setelah perubahan (Rp. 72.421.938.410,31)
b. Realisasi (Rp. 10.607.463.695,41)
Selisih lebih (Rp. 61.814.474.714,90)

/
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(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah

Rp667.898.079,23 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 95.456.361.951,89
setelah perubahan
b. Realisasi Rp. 96.124.260.031,12
Selisih lebih Rp. 667.898.079,23

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah

(Rp0,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran  pengeluaran  pembiayaan Rp. 23.034.423.541,58
setelah perubahan

b. Realisasi Rp. 23.034.423.541,58

Selisih kurang Rp. 0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah

Rp667.898.079,23 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pembiayaan netto setelah Rp. 72.421.938.410,31
perubahan
b. Realisasi Rp. 73.089.836.489,54
Selisih lebih Rp. 667.898.079,23

Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, per 31 Desember

Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp. 2.228.582.896.965,28

b. Jumlah Kewajiban Rp. 21.189.960.088,17

c. Jumlah Ekuaitas Dana Rp. 2.207.392.936.877,11
Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢, untuk tahun

yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut :

a. Saldo Awal BUD per 1 Januari 2016 Rp. 95.456.361.951,89

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 173.446.273.928,56

¢. Arus kas dari aktivitas investasi aset non (Rp. 207.088.161. 165,55)
Keuangan

d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. 667.898.079,23

e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. 0,00

f. Saldo Kas akhir BUD per 31 Desember Rp. 60.750.269.277,68
2016

/
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Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.

Saldo Akhir Kas di BOSNAS Rp.

Saldo Akhir Kas di NON BOSNAS Rp.

Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan  Rp.

Saldo Akhir BLUD RSD Mardi Waluyo Rp.

Saldo Akhir Kas JKN Rp.

Saldo Akhir Kas Rp.
Pasal 6

93.017.250,00
1.490.693.130,72
68.337.266,73
184.534.529,16
593.317.390,45
1.138.786.126,00
64.318.954.970,74

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, untuk

tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai

berikut:
a. Jumlah pendapatan Rp.
b. Jumlah beban Rp.
c. Jumlah kegiatan non operasional Rp.
d. Jumlah Pos Luar Biasa Rp.
e. Surplus LO Rp.

Pasal 7

894.164.471.276,94
799.820.251.762,17
8.644.108.626,44
658.295.450,00
102.330.032.691,21

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
tahun 2016 sebagai berikut :

a.
b.

Saldo Anggaran Lebih Awal Rp.
Penggunaan SAL sebagai penerimaan Rp.
pembiayaan

Sisa Lebih pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp.
Koreksi kesalahan pembukuan tahun (Rp.

sebelumnya

Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp.

Pasal 8

95.456.361.951,89
95.456.361.951,89

62.482.372.794,13
0,00)

62.482.372.794,13

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f,

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai

berikut :
a. Ekuitas Awal Rp.
b. Surplus LO Rp.

C.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Rp.
Kesalahan Mendasar

Ekuitas Akhir Rp.

2.072.382.194.593,38
102.330.032.691,21
32.680.709.592,52

2.207.392.936.877,11
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Pasal 9
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g,
Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun

kualitatif atas pos — pos laporan keuangan.

Pasal 10
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasall

tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran | : Laporan realisasi anggaran;

Lampiran [.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran II

Lampiran III

: Rekapitulasi

: Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan

pemerintah daerah dan organisasi;

: Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja
dan pembiayaan,;

realisasi anggaran belanja menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan

kegiatan;

: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk

keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan

daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan

negara,

: Laporan Perubahan Saldo Anggran Lebih;

. Laporan Operasional,

Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

Lampiran V : Neraca;

Lampiran VI . Laporan Arus Kas;

Lampiran VII  : Catatan atas Laporan Keuangan;

Lampiran VIII : Daftar Piutang Daerah;

Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak tertagih

Lampiran X . Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana
Bergulir

Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal ( investasi ) Daerah;

Lampiran XII  : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap;

Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap

Lampiran XIV  : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
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Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah

Lampiran XVII : Daftar Kewajiban jangka Pendek

Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan
sampai akhir tahun dan diselenggarakan kembali
dalam tahun anggaran berikutnya;

Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD /Perusahaan Daerah

Pasal 11
Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Paraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 2 Oktober 2017
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR
Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 2 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 300-13 /2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,

embina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006
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